BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam Penulisan
Hukum / Skripsi ini, maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai jawaban
mengenai permasalahan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini, yaitu :

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi
korban pemerkosaan, pada dasarnya UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan
Anak di dalam praktek sudah dilaksanakan / diterapkan yaitu bahwa pengadilan
telah mengimplementasikan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak,
hanya saja pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak belum mencerminkan /
menggambarkan perlindungan hukum terhadap-anak korban pemerkosaan. Hal lini
dapat dilihat dari pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan sehingga kurang
memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan anak (khususnya) dan sebagai
tindakan preventif / pencegahan serta peringatan bagi orang lain (masyarakat pada
umumnya) yang ingin melakukannya. Ringannya pidana yang dijatuhkan oleh
pengadilan berarti kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap

anak yang menjadi korban pemerkosaan.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa

saran yaitu, antaralain :
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1. Sosiadisas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui berbagai
instansi pemerintah dan melalui berbagai media, baik cetak maupun e ektronik
serta perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir angka
kejahatan perkosaan terhadap anak dengan melaporkan adanya tindak pidana
perkosaan terhadap anak serta bersedia untuk menjadi saksi di persidangan.

2. Hendaknya para penegak hukum khususnya Hakim di dalam menangani kasus
perkosaan anak (perkara yang menyangkut anak) sungguh-sungguh memikirkan
tentang masa depan anak yang menjadi korban perkosaan, mengingat begitu

besarnya dampak yang diderita oleh anak sebagai korban perkosaan.
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